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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang   

      Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya 

menyebabkan berekembangnya dunia usaha dan perusahaan1 Sejalan dengan 

tujuan tersebut berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada 

pembangunan yang merata ke setiap daerah khususnya daerah yang cenderung 

masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya.2 Kegiatan 

pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya 

memperbesar kemampuan daerah, untuk itu peningkatannya harus didukung 

dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam 

rangka mewujudkan pembangunan nasional.3 Hal inilah yang dimaksud dengan 

peralihan wewenang terhadap daerah yang selanjtnya disebut dengan otonomi 

daerah. 

 Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah 

dalam mengatur keuangannya sendiri. Kewenangan yang besar tersebut disertai 

dengan tanggung jawab yang besar pula. Dana harus dikelola dengan baik dalam 

mendukung tujuan yang ingin dicapai. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas 

 
       1 Ujang Permana, “Penyuluhan Pentingnya Hukum Legalitas Izin Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah (USAHA KECIL) Di Kabupaten Majalengka”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa 

e-ISSN : 2987- 0135 Volume 2, No. 6, Tahun 2024. 

       2 Isnaini Harahap, Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner, (Medan: Perdana 

Publishing, 2018).  

       3 Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijata, and R. Muhammad Mihradi, Hukum Administras 

Negara, (Bogor: LPPM Pakuan, 2021).  
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dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, 

efektif, efisien, ekonomis, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan 

dan bertanggung jawab. Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah 

mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi.4 

Harapan Adanya otonomi daerah adalah dapat memberikan kebebasan 

kepada setiap daerah dalam pembangunan daerah melalui kegiatan yang 

mampu mewujudkan tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi 

daerah yaitu menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya 

daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, 

memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta 

(berpartisipasi) dalam proses pembangunan dan berusaha. 5 Wirausaha 

merupakan proses yang melibatkan sumber daya dan memanfaatkan peluang 

agar berkelanjutan.6 

Berdasarkan misi utama dari otonomi daerah diantaranya adalah 

memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut 

(berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Secara rinci, misi tersebut 

diwujudkan melalui kegiatan usaha mikro yang dalam dua dekade terakhir 

menjelma menjadi tiang utama perekonomian Indonesia yang perlu 

didukung dan diberikan kesempatan luas sebagai bentuk perlindungan dan 

 
       4 Erlina, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, (Jakarta: Salemba Empat, 2019). 

       5 Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, (Yogyakarta : Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 

2011). 

       6 Pandu Rudy Widyatama, “Sosialisasi Pentingnya Legalitas Dan Kehalalan Produk Usaha 

kecil Dalam Berwirausaha Di Desa Tanjekwagir Krembung Sidoarjo”, Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat Vol.3 No.1. 2023: 95-101 
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dukungan pemerintah dalam pengembangan ekonomi rakyat. Berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan, pemerintah maupun pemerintah daerah 

diamanatkan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (USAHA 

KECIL) melalui pengembangan dan penumbuhan iklim usaha sehingga USAHA 

KECIL mampu tumbuh mandiri dan berkembang dengan sumber daya yang 

dimilikinya. 

Dalam pemberdayaan ekonomi rakyat Usaha Mikro Kecil Menengah 

(USAHA KECIL) merupakan sektor komponen terpenting. Dalam suatu 

negara Usaha Mikro Kecil Menengah (USAHA KECIL) merupakan salah satu 

bagian penting, dimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (USAHA KECIL), Usaha kecil 

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan bagian dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria tertentu dalam undang-

undang tersebut. Hal tersebut termasuk kedalam bisnis yang bergerak dalam 

aneka bidang usaha yang sangat dekat dengan masyarakat. Walaupun dari skala 

ekonominya terlihat tidak seberapa namun jumlah Usaha Mikro Kecil 

Menengah (USAHA KECIL) sangat banyak dan dominan.7  

Dengan perkembangan perekonomian berakibat pada berkembangnya 

badan usaha yang memerlukan adanya daftar perusahaan, mengingat mash 

banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas8Untuk 

 
       7 Ardiansah and Silm Oktapani, Pelaporan USAHA KECIL Dan Pola Kemitraan Bagi Pelaku 

Usaha, PALAR (Pakuwan Law Review), 08.01 (2022). 

       8 Dikha Anugrah, “Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha Sebagai 

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha”, Jurnal Vol. 04 Nomor 01. 2021.91-96 
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mewujudkan tujuan dari USAHA KECIL sebagai instrumen pembangunan 

ekonomi nasional, dan wujud dari misi otonomi daerah, terkait dengan 

pemberdayaan USAHA KECIL harus terdapat peran serta dari Pemerintah 

Daerah. Pemerintah daerah harusnya memberikan perhatian bagi tumbuh dan 

kembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi 

yang nyata bagi USAHA KECIL dalam mempertahankan produk yang ada 

pada saat banyak serbuan produk impor yang masuk dipasaran dalam negeri.  

USAHA KECIL yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus 

dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena menjadi salah satu kunci bagi 

peningkatan ekonomi daerah. Selain itu ada juga usaha kecil yang menurut 

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 dan perubahannya), 

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perseorangan atau badan usaha. Serta menurut Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 7 Tahun 2021 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha, yang 

bukan merupakan bagian dari usaha menengah atau usaha besar, dengan 

kriteria tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. 

Dalam peranan USAHA KECIL sebagai pembangunan ekonomi nasional, 

awalnya pemerintah merumuskan kategori usaha mikro, kecil, dan menengah 

dalam UU No.20 Tahun 2008 yang skalanya ditentukan oleh aset dan omset. 

Namun dengan mempertimbangkan nilai inflasi dan kondisi perekonomian, 

kategori skala USAHA KECIL mengalami perubahan karena adanya ketentuan 

baru Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021.  Dalam Peraturan Pemerintah 
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No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan 

Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada pasal 37 ayat 1 

menjelaskan bahwa “usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan 

kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha”. 

Akibat hukum jika pelaku usaha tidak memiliki NIB, berdasarkan dari 

berbagai sumber data yang dicari terkait hal tersebut, memang tidak ada sanksi 

tegas bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Walau demikian, mengingat 

fungsi NIB adalah identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran 

pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha, peneliti berpendapat ketiadaan 

NIB dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha itu sendiri. Selain itu, 

Pemerintah wajib dalam melindungi dan memfasilitasi USAHA KECIL untuk 

pengembangan usahanya. Dalam peraturan perundang- undangan pemerintah.9 

Dalam perkembangannya, para USAHA KECIL ini memerlukan legalitas 

usaha yang legal untuk menunjukkan bahwa USAHA KECIL ini beroperasi 

dan layak berdiri dimana wajib untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

sebagai dasar perizinan usahanya. Perizinan sangat penting dan sangat 

dibutuhkan karena berfungsi untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan 

menertibkan kegiatan usaha.10 Begitu pentingnya izin usaha dalam konteks 

berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (USAHA 

 
       9 Ayu Lestari Nadela, Penerapan Izin Usaha Mikro Dan Kecil di Kecamatan Tampan 

Pekanbaru, Jom FISIP, 4.2. 

       10 Rodiana Listiawati, ”Upaya Kepemilikan Legalitas Nib Pada USAHA KECIL Kecamatan 

Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat”, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 2023 (SNPPM-

2023) ISSN 2985-3648 
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KECIL), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha 

dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh.11  

Disamping itu perlu adanya legalitas usaha untuk memberikan rasa aman 

kepada konsumen dengan jaminan produk baik itu barang maupun jasa yang 

aman dan bermutu. Legalitas usaha menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha 

telah layak atau lolos dari aspek-aspek yang membuat produk itu tidak bisa 

dipastikan keamanannya. Dalam konteks ini, legalitas usaha dapat 

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh 

usaha tersebutt yang dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. 

Dalam pelaksanaanya, pemberian izin USAHA KECIL di Kota Jambi 

memiliki fenomena yang mana jumlah USAHA KECIL yang terdaftar masih 

banyak yang belum memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Pertumbuhan 

USAHA KECIL  di Kelurahan Bagan Pete pada tahun 2024 meningkat dari 80 

ke 121 dan 40 diantaranya merupakan usaha kecil. Disamping itu, USAHA 

KECIL di Kota Jambi khususnya Kelurahan Bagan Pete sejak 2021 sampai 

dengan 2023 juga senantiasa mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 
       11 Andri Susanto, “Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 

Desa Lemah Subur”, Jurnal Vol 2 No 1 ISSN : 2962-9357 E ISSN : 2962-9942 
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Tabel 1.1 Jumlah USAHA KECIL di Kota Jambi Tahun 2021 

Sumber : Dinas Koperasi dan USAHA KECIL Provinsi Jambi 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah USAHA KECIL 

di Kota Jambi senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak 2021 

sampai dengan 2023 pada masing-masing usaha memiliki angka yang tumbuh. 

Peningkatan jumlah USAHA KECIL ini berarti menunjukkan adanya 

peningkatan kontribusi USAHA KECIL terhadap perekonomian Kota Jambi. 

Pertumbuhan jumlah USAHA KECIL di Kota Jambi khususnya Kelurahan 

Bagan Pete, tidak diikuti dengan banyaknya jumlah USAHA KECIL yang 

memiliki izin resmi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga menjadi 

persoalan dari pelaksanaan pemberdayaan USAHA KECIL yang mana 

maraknya USAHA KECIL yang tidak memiliki izin resmi. 

Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi 

berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk 

melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.12 Jumlah IUMK (Izin Usaha 

 
       12 Ichsan Kamarullah, Jurnal Multidisiplin Inovatif, Vol 8 No. 6 Juni 2024 
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Mikro Kecil) yang ada di Kota Jambi terdapat sekitar 20.000 PUMK (Pelaku 

Usaha Mikro Kecil) yang diberdayakan oleh Dinas Koperasi, UKM Kota Jambi 

yang menunjukkan masih lemahnya pemahaman masyarakat PUMK terhadap 

perizinan. IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang pada dasarnya bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi PUMK dalam 

mengembangkan usahanya. Jumlah tersebut berbanding jauh dari jumlah pelaku 

USAHA KECIL di Kota Jambi yang mencapai lebih dari 60.000 USAHA 

KECIL.13  

Perbandingan peningkatan jumlah USAHA KECIL Kota Jambi (kuantitas) 

dengan Jumlah IUMK (kualitas) yang ada di Kota Jambi ini menunjukkan 

adanya kontradiksi. Di satu sisi, pertumbuhan dan persentase jumlah USAHA 

KECIL yang meningkat cukup signifikan menyiratkan gairah ekonomi yang 

melonjak dan optimisme penguatan peran USAHA KECIL dalam ekonomi 

Kota Jambi, namun di sisi lain peningkatan kuantitas USAHA KECIL ini 

secara kualitas belum bisa memberikan harapan besar akan perannya bagi 

perekonomian Kota Jambi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (USAHA 

KECIL) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu 

kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.14 

 

 

 
       13 https://jambiprima.com/read/2022/09/29/15688/baru-10-persen-Usaha kecil-di-kota-jambi-

akses-perizinan-g, diakses tanggal 08 Mei 2025, pukul 12.30 

       14 Audy Herlina Puspitasari, “Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha 

Bagi Pertumbuhan Bisnis USAHA KECIL Tape Semen Bu Suwarti”, Jurnal Hasil Kegiatan 

Bersama Masyarakat, Vol. 2 No. 4 Agustus 2024 e-ISSN: 3031-4380; p-ISSN: 3031-6448, Hal 17-

27 

https://jambiprima.com/read/2022/09/29/15688/baru-10-persen-umkm-di-kota-jambi-akses-perizinan-g
https://jambiprima.com/read/2022/09/29/15688/baru-10-persen-umkm-di-kota-jambi-akses-perizinan-g
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Tabel 1.2 Usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete  

No Nama USAHA KECIL 
Sudah 

Berizin 

Belum 

Berizin 

1 Bakso Mozarella Premium  ✓ 

2 Pojok Toko Kopi  ✓  

3 Catering Sehat Jambi  ✓ 

4 Sweet Cake Bakery   ✓ 

5 Sumber Tahu Putih  ✓  

6 Rumah Produksi Roti Bantal ✓  
Sumber : Hasil Penelitian di Kelurahan Bagan Pete 

     Pertumbuhan jumlah usaha kecil di Kota Jambi khususnya kelurahan Bagan 

Pete, tidak diikuti dengan banyaknya jumlah usaha kecil yang memiliki izin resmi 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga menjadi persoalan dari pelaksanaan 

pemberdayaan usaha kecil yang mana maraknya usaha kecil yang tidak memiliki izin 

resmi. Dalam dunia usaha atau bisnis, adanya legalitas usaha atau izin usaha 

merupakan hal yang sangat penting. Legalitas usaha melahirkan identitas suatu usaha 

sehingga bisa diakui oleh masyarakat. Kondisi usaha kecil saat ini dianjurkan harus 

memiliki leagalitas usaha terhadap produknya.15 Namun masih minim yang terlaksana 

dan masyarakat belum mengerti pentingnya legalitas usaha yang dipasarkan.16 

 IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang pada dasarnya bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi PUMK dalam 

mengembangkan usahanya. Di satu sisi, pertumbuhan dan persentase jumlah 

usaha kecil yang meningkat cukup signifikan menyiratkan gairah ekonomi yang 

melonjak dan optimisme penguatan peran usaha kecil dalam ekonomi Kota 

Jambi, namun di sisi lain peningkatan kuantitas usaha kecil ini secara kualitas 

 
       15 Carolyn Stephanie Immanuella Br Hutagalung, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, June  2024, 

10 (12), 98-106 

       16  An-Nizam, Jurnal Bakti Bagi Bangsa, Volume 02 Nomor 03 Tahun 2023 
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belum bisa memberikan harapan besar akan perannya bagi perekonomian Kota 

Jambi. 

Izin usaha bisa diperoleh setelah pelaku usaha kecil mendaftarkan 

usahanya ke website OSS secara mandiri, atau jika dalam hal ini pelaku usaha 

tidak bisa mendaftarakan perizinan usahanya secara mandiri maka pelaku 

usaha bisa ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi 

(Koperindag) untuk dibantu pendaftaran usahanya. Namun, karena 

pengetahuan dan sosialisasi yang kurang efektif menjadikan faktor beberapa 

USAHA KECIL belum memiliki izin usaha. Dalam hal ini, pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, 

Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan 

Menengah. Kemudahan izin usaha diatur dalam pasal 40 yaitu “Dalam hal 

pelaku Usaha Mikro dan Usaha kecil tidak dapat mengakses Perizinan 

Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor 

kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan 

mempertimbangkan karakteristik wilayah”  

Penjelasan pasal tersebut pelaku usaha bisa mendaftarkan usahanya sendiri 

secera daring tanpa harus pergi ke dinas atau kantor pemerintah terdekat. Akan 

tetapi dengan banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya 

menjadi pertanyaan  tersendiri.  Pelaku  usaha kecil yang  belum  memiliki  izin  

menjadi pertanyaan tersendiri yaitu apakah para pelaku usaha kecil tidak 

mengetahui kemudahan pendaftaran izin tersebut. 

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 
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Kerja dalam klaster usaha kecil sangat diberi perhatian oleh pemerintah karena 

selain melalui kemudahan berusaha, penataan regulasi yang berdimensi 

kemudahan Iizin berusaha ini juga dilakukan untuk memperkuat dan 

pemeberdayaan usaha kecil. 

Dimana sangat diharapkan bagi pencari kerja yang belum terserap dalam 

dunia kerja atau perusahaan, pemerintah dapat mendukung terbukanya peluang 

untuk tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan melalui upaya 

mengembangkan serta meningkatkan kualitas usaha kecil. Dengan 

mengembangkan kewirausahaan melalui usaha kecil, didapat 2 (dua) 

keuntungan 2 sekaligus. Disatu sisi, usaha kecil dapat menjadi pilihan bagi 

masyarakat untuk berusaha sendiri dan mendapatkan penghasilan.  

Disisi lain usaha kecil juga mampu menciptakan lapangan kerja baru untuk 

masyarakat. Upaya pencitaan lapangan kerja dengan mendorong 

pengembangan USAHA KECIL juga dilakukan oleh pemerintah menjadi salah 

satu pilar perekonomian penting Indonesia. Didalam pengesahan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa keberkahan bagi 

pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dikarenakan memberikan 

kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada usaha mikro merupakan 

salah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja. 

Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan pelaku usaha mikro, 

kecil dan menengah untuk mengurus izin usaha. Pemerintah akan memberikan 

Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha secara elektronik. Pelaku 

usaha hanya perlu melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat 
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Keterangan berusaha dari pemerintah setingkat Rukun Tetangga (RT). Nomor 

Induk Berusaha NIB tersebut berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku 

untuk semua kegiatan usaha. Perizinan ,tersebut meliputi perizinan usaha, 

Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Sertifikasi Jaminan Produk Halal. 

Perizinan merupakan elemen penting untuk memulai bentuk kegiatan 

apapun dalam dunia usaha sekarang ini. Izin juga merupakan salah satu elemen 

yang digunakan untuk perlindungan terhadap hukum dan hak atas kepemilikan 

atau penyelenggaraan kegiatan. Tanpa adanya izin akan timbul berbagai 

masalah yang dapat menganggu ketertiban dan pengaturan kehidupan dalam 

bermasyarakat.  

Perizinan bisa dalam beberapa bentuk seperti pendaftaran, sertifikasi, izin 

untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu 

perusahaan atau seseorang serta rekomendasi. Dengan adanya izin, perusahaan 

atau seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan tetapi tetap 

dengan memperhatikan kepentingan umum disertai dengan adanya 

pengawasan. 

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi nasional, penting bagi 

pemilik usaha untuk mendaftarkan usahanya guna meningkatkan pendapatan 

pengusaha tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sampai 

dengan tingkat nasional, oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan 

kemudahan dalam proses mendapatkan perizinan usaha, tetapi dalam 

kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya. 

Berdasarkan penelitian awal masih banyak dalam pelaksanaannya di 
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masyarakat terutama dalam di daerah Kelurahan Bagan Pete yang belum 

mendaftarkan izin usaha padahal memiliki izin usaha memiliki banyak manfaat 

bagi usaha yang mereka kembangkan, seperti kemudahan mendapatkan pinjaman 

modal, memiliki legitimasi dihadapan pemerintah, dan lain-lain. 

  Menanggapi permasalahan masih banyaknya usaha kecil yang belum 

mengikuti prosedur, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“LEGALITAS USAHA KECIL DI KELURAHAN BAGAN PETE DALAM 

RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA.” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan legalitas usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete 

dalam rangka pemberdayaan usaha? 

2. Apa kendala dalam pelaksanaan legalitas usaha terhadap usaha kecil 

di Kelurahan Bagan Pete? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini ialah : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete dalam 

rangka pemberdayaan usaha. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan legalitas 

usaha terhadap usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini 
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adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian  

pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa 

mendatang bagi ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata serta 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat 

menjadi bahan bacaan dan juga referensi guna kepentingan akademis. 

2.  Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi dan 

pemahaman kepada masyarakat sebagai referensi dan study literature bagi 

peneliti dimasa mendatang. 

 

E. Kerangka Konseptual     

Dalam mempermudah mengetahui serta memahami makna dari judul 

penulisan ini maka penulis menjelaskan beberapa konsep dan batasan terhadap 

definisi yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun definisi tersebut yaitu: 

1. Legalitas Usaha 

 Salah satu dari sekian penunjang kegiatan usaha kecil adalah 

adanya legalitas usaha dan sertifikasi usaha sehingga memudahkan pelaku 

usaha untuk dapat mengembangkan usahanya dan mampu eninktakan 

kapasitas usahanya.17 Legalitas usaha merupakan sumber informasi yang 

bersifat resmi dimana di dalamnya memuat informasi yang terkait usaha 

 
       17 Lukmanul Hakim, “Pendampingan Dan Pelatihan Legalitas Usaha Dan Sertifikasi Produk 

Usaha kecil Penghasil Keripik Desa Bumi Sari  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”, 

Volume 1 Nomor 2, Juli 2022 Jurnal Pengabdian USAHA KECIL. 
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tersebut dalam rangka memudahkan siapa saja yang memerlukan segala 

jenis data mengenai usaha tersebut seperti identitas maupun semua yang 

bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan, serta 

kedudukannya. Legalitas usaha ada untuk memberikan rasa aman kepada 

konsumen dengan jaminan produk baik itu barang maupun jasa yang aman 

dan bermutu.  

 Legalitas usaha menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha telah layak 

atau lolos dari aspek-aspek yang membuat produk itu tidak bisa dipastikan 

keamanannya. Legalitas usaha menjadi nilai tambah bagi usaha sebab 

dengan adanya legalitas usaha membuat konsumen semakin yakin akan 

produk yang mereka beli dan nikmati. Dalam penerapannya, ada bermacam-

macam bentuk legalitas usaha. Legalitas usaha adalah standarisasi yang 

harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(USAHA KECIL) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat 

bersaing di era pasar bebas18 dan dipilih ini nantinya juga akan memberikan 

pengaruh berupa dampak terhadap jalannya usaha tersebut.  

 Apabila pemilihan legalitas usaha dilakukan secara tepat maka akan 

menambah value dari usaha tersebut. Namun jika salah memilih legalitas 

sebagai  bentuk usahanya, bukan tidak mungkin adanya legalitas usaha 

tersebut malah mengekang suatu usaha dalam perjalanan bisnisnya.19 

 
       18 Yudhi Novriansyah, “Meningkatkan Kesadaran Legalitas Usaha Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No 06 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Di Daerah Bagi Pelaku USAHA KECIL 

Di Kabupaten Bungo”, Jurnal Pengabdian KITA, ISSN:2549-8010 Vol 4 No. 02 (2021 

       19 Harmaizar Zaharuddin, Menggali Potensi Wirausaha, (Bekasi: CV Dian Anugerah 

Prakasa, 2006). 
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Adanya legalitas usaha menjamin ketenangan bagi pelaku usaha. Salah satu 

faktor yang mendorong berkembangnya usaha adalah dukungan dari 

lingkungan usaha. Dengan adanya legalitas usaha ini membuat lingkungan 

memberikan dukungan sehingga tercipta ketenangan yang menjadikan 

inovasi akan lebih mudah muncul dan kelancaran usaha dapat dengan 

mudah terpenuhi.20 

2. Usaha kecil  

 Usaha kecil merupakan jenis usaha yang paling banyak jumlahnya 

di Indonesia, tetapi saat ini batasan mengenai kriteria usaha kecil di 

Indonesia masih beragam. Pengertian kecil dalam usaha kecil bersifat 

relatif, sehingga perlu ada batasan yang dapat menimbulkan definisi-definisi 

usaha kecil dari berbagai segi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (USAHA 

KECIL) menjadi baris terdepan pertahanan ekonomi negara, karena 

membantu penyerapan tenaga kerja disaat banyaknya Perusahaan yang 

memutuskan hubungan kerja.21 Dalam hal ini berkaitan erat dengan adanya 

legalitas usaha yang mana merupakan suatu izin yang harus dimiliki oleh 

seluruh pelaku usaha. Dimana legalitas usaha ini akan menjadi suatu 

perlindungan hukum terhadap pelaku usaha.22  

 

 
       20 Ahmad Subagyo, Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 

2008). 

      21  Apri Irianto, “Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Mendukung Perkembangan Usaha 

kecil Keripik Pisang Zefanya”, Jurnal Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2023 (SNPPM-

2023  

      22 Ni Nyoman Nia Oktaviani, “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah “,  

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 Mei, 2022.  
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F. Landasan Teoritis 

1. Teori Kesadaran Hukum 

         Dalam kesadaran hukum adanya empat indikator kesadaran hukum 

yang secara runtut yaitu pengetahuan tentang hukum merupakan 

pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh 

hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. 

Adanya emahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki 

oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, 

tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Lalu sikap terhadap hukum 

adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena 

adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat 

bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap 

aturan hukum. Serta yang terakhir adalah terdapat perilaku hukum yang 

berisi tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, 

jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh 

mana masyarakat mematuhinya.23 

 Kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu 

kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat 

kepada hukum. Kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi 

memberikan batasan bahwa pengertian kesadaran hukum itu meliputi 

pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan 

terhadap hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang 

 
       23 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm. 80 
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hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, 

pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ ketaatan kepada hukum.24  

 Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan 

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang 

hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Di sini 

penekanan adalah nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya 

dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. 

2. Teori Penegakan Hukum  

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nila-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup.25 

Dengan kata lain, teori penegakan hukum bukan hanya tentang menerapkan 

aturan, tetapi juga tentang memastikan bahwa aturan tersebut sesuai dengan 

nilai-nilai yang dianut masyarakat dan dapat diwujudkan dalam perilaku 

sehari-hari.Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide 

dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.26 

            Penegakan hukum merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan 

penyelenggara/ pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga 

 
       24 O.K. Chairuddin, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1991). Hlm. 22 

       25 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Jakarta: 

Rajawali Press, 2010), hlm. 35 

       26 Dellyana Shanty, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 23. 
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masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban 

masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan 

hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan 

perwujudan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945.  

              Me$nurut Soe$rjono Soe$kanto, te$rdapat lima faktor yang 

me$mpe$ngaruhi pe$ne$gakan hukum. Pe$rtama, faktor hukum itu se$ndiri atau 

pe$raturan yang be$rlaku, di mana undang-undang yang dibuat ole$h 

pe$me$rintah diharapkan dapat me$mbe$rikan dampak positif dalam prose$s 

pe$ne$gakan hukum. Ke$dua, faktor pe$ne$gak hukum, yaitu pihak-pihak yang 

me$mbe$ntuk dan me$ne$rapkan hukum, baik yang se$cara langsung maupun 

tidak langsung te$rlibat dalam upaya pe$ne$gakan hukum. Ke$tiga, faktor 

sarana atau fasilitas pe$ndukung, yang me$ncakup ke$te$rse$diaan sumbe$r daya 

dalam program pe$nce$gahan dan pe$mbe$rantasan tindak pidana, yang sangat 

me$me$ngaruhi ke$pastian pe$nanganan suatu pe$rkara.  

             Se$lanjutnya faktor masyarakat se$bagai lingkungan sosial te$mpat 

hukum dite$rapkan, kare$na hukum lahir dari masyarakat dan be$rtujuan untuk 

me$nciptakan ke$damaian di dalamnya. Ke$lima, faktor ke$budayaan, yakni 

nilai-nilai yang te$rce$rmin dalam karya, cipta, dan rasa manusia dalam 

ke$hidupan be$rmasyarakat. Siste$m hukum yang ada me$nce$rminkan nilai 

budaya yang be$rlaku, dan pe$ne$gakan hukum me$njadi upaya kole$ktif para 

pe$ne$gak hukum untuk me$ne$gakkan ke$adilan, me$njamin ke$te$rtiban, se$rta 

me$lindungi harkat dan martabat manusia se$suai de$ngan prinsip-prinsip yang 

te$rcantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.te$rhadap harkat dan martabat 
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manusia, ke$te$rtiban, ke$te$ntraman dan ke$pastian hukum se$suai de$ngan yang 

ada pada Undang-Undang Dasar 1945.27  

             Pada hakikatnya ke$bijakan hukum pidana baik dalam pe$ne$gakan in 

abstracto dan in concre$to, me$rupakan bagian dari ke$se$luruhan ke$bijakan 

syste$m (pe$ne$gakan) hukum nasional dan me$rupakan bagian dari upaya 

me$nunjang ke$bijkaan pe$mbangunan nasional (national de$ve$lopme$nt). Ini 

be$rarti bahwa pe$ne$gakan hukum pidana in abstracto (pe$mbuatan/pe$rubahan 

UU (law making/law re$form) dalam pe$ne$gakan hukum pidana in concre$to 

(law e$nforce$me$nt) se$harusnya be$rtujuan me$nunjang te$rcapainya tujuan, visi 

dan misi pe$mbangunan nasional (bangnas) dan me$nunjang te$rwujudnya 

siste$m (pe$ne$gakan) hukum nasional. 

 

G. Orisinalitas Penelitian  

1. Skripsi milik saudara Astry Asmaul Hijryah be$rjudul, “Ke$bijakan Pe$rizinan 

Usaha Mikro Ke$cil Me$ne$gah” (Studi Kasus di Kabupate$n Side$nre$ng 

Rappang). Skripsi ini le$bih fokus pada ke$bijakan pe$rizinan usaha bagi 

USAHA KE$CIL. Dari pe$ne$liti ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya 

ke$sadaran te$rhadap USAHA KE$CIL dan diharapkan agar le$bih sadar hukum 

se$rta me$ntaati aturan yang te$lah dite$tapkan ole$h Pe$me$rintah Kota. Skripsi 

ini me$ngkaji te$ntang pe$rizinan usaha guna te$rciptanya suasuana yang 

kondusif. Ke$samaan pe$ne$le$tian ini de$ngan yang pe$nulis buat adalah fokus 

ke$ pe$rizinan usaha. Pe$ne$litian te$rse$but be$rbe$da de$ngan pe$nulis buat dimana 

 
       27 Badra Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya  
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pe$nulis le$bih fokus ke$pada pe$ne$gakan te$rdahadap usaha ke$cil agar le$bih 

e$fe$ktif.28 

 

2. Skripsi milik saudara Akbar Anuge$rah, be$rjudul “Pe$rizinan Te$rhadap Usaha 

Mikro Se$bagai Sarana Pe$nataan Dan Pe$ne$gakan Hukum”. Skripsi ini le$bih 

fokus pada prose$dur pe$rizinan usaha para USAHA KE$CIL dan pe$ne$gakan 

hukumnya. Dari pe$ne$liti ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya 

komunikasi antara USAHA KE$CIL de$ngan Dinas te$rkait. Skripsi ini 

me$ngkaji te$ntang prose$dur pe$rizinan USAHA KE$CIL se$bagai sarana 

pe$nataan. Ke$samaan pe$ne$le$tian ini de$ngan yang pe$nulis buat adalah fokus 

ke$ pe$nataan dari aturan te$rse$but. Pe$nulis te$rse$but be$rbe$da de$ngan yang 

pe$nulis buat dimana pe$nulis le$bih fokus ke$pada pe$ne$gakan yang dilakukan 

ole$h Dinas te$rkait untuk me$nata usaha ke$cil agar se$suai de$ngan le$galitas 

usaha yang be$rlaku.29 

3. Skripsi milik saudari Fitri Choiru Ummah, be$rjudul “Pe$ngaruh Le$galitas 

Usaha, Labe$lisasi Halal, dan Citra Me$rk Te$rhadap Volume$ Pe$njualan Pada 

Produk Usaha Mikro Ke$cil”. Skripsi ini fokus pada le$galitas usaha be$rlabe$l 

halal di Ke$camatan Losari. Dari pe$ne$liti ini dapat disimpulkan bahwa 

pe$ne$gakan ole$h Dinas te$rse$but sudah be$rjalanan de$ngan baik se$suai 

prose$dur yang be$rlaku akan te$tapi pe$ne$gakan tidak bisa be$rjalan de$ngan 

se$me$stinya kare$na se$cara budaya masyarakatnya masih te$rbilang re$ndah. 

 
       28  Astry Asmaul Hijrya, "Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten 

Sidenreng Rappang", 2021. Skripsi FH. 

       29 Akbar Anugerah, "Perizinan Terhadap Usaha Mikro Sebagai Sarana Penataan Dan 

Penegakan Hukum (Studi Di Kabupaten Ogan Ilir)", 2019. Skripsi FH. 



22  

 

 

Skripsi ini me$ngkaji te$ntang Le$galitas Usaha USAHA KE$CIL be$rlabe$l 

halal. Pe$nulis te$rse$but hampir sama de$ngan yang pe$nulis buat dimana fokus 

me$mbahas pe$ne$gakan hukum te$rhadap USAHA KE$CIL, te$tapi adapun yang 

me$njadikan pe$mbe$da dari pe$nulis te$rse$but adalah locus atau te$mpatnya 

kare$na be$rbe$da te$mpat be$rbe$da juga aturan yang dipakai dise$tiap wilayah.30 

 

H.  Metode Penelitian 

Untuk me$mudahkan pe$laksanaan masalah maka dipe$rlukan suatu me$tode$, maka 

pe$nulis me$nggunakan me$tode$ se$bagai be$rikut : 

1. Lokasi Pe$ne$litian 

Lokasi yang dijadikan te$mpat pe$ne$litian dalam rangka me$mpe$role$h data 

dalam pe$nulisan skripsi ini adalah di Ke$lurahan Bagan Pe$te$ kare$na me$rupakan salah 

satu  dae$rah yang usaha ke$cilnya banyak yang be$lum me$miliki izin. 

2. Tipe$ Pe$ne$litian 

Be$rdasarkan pada judul dan pe$rumusan masalah maka pada pe$ne$litian ini 

pe$nulis me$nggunakan tipe$ yuridis e$mpiris, yaitu tipe$ pe$ne$litian yang dilakukan 

be$rdasarkan dari data yang didapat atas lokasi yang dijadikan sampe$l pe$ne$litian.31 

Yang be$rtujuan untuk me$nge$tahui se$jauh mana be$ke$rjanya hukum dalam 

masyarakat yang dilakukan de$ngan me$mpe$lajari pe$raturan-pe$raturan yang be$rlaku 

se$rta pe$ne$rapan hukumnya dalam masyarakat. 

 
            30 Fitri Choiru Ummah, "Pengaruh Legalitas Usaha, Labelisasi Halal dan Citra Merek 

Terhadap Volume Penjualan Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (USAHA KECIL) Di 

Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon", 2023. Skripsi FH. 

31 Irwansyah dan Yunus Ahsan, Penelitian Hukum, Yogyakarta : Mirra Buana Media, 

2020, hlm. 43 
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3. Spe$sifikasi Pe$ne$litian 

Spe$sifikasi pe$ne$litian yang digunakan be$rsifat de$skriptif, yaitu untuk 

me$mbe$rikan suatu gambaran se$cara je$las te$ntang obje$k yang akan dite$liti. Alasan 

pe$nulis me$milih je$nis pe$ne$litian ini adalah kare$na pe$nulis ingin me$mbe$rikan 

gambaran se$cara je$las me$nge$nai pe$laksanaan le$galitas usaha ke$cil di Ke$lurahan Bagan 

Pe$te$ dalam rangka pe$mbe$rdayaan usaha se$rta ke$ndala dalam pe$laksanaan le$galitas te$rhadap 

usaha ke$cil di Ke$lurahan Bagan Pe$te$. 

4. Populasi dan Sampe$l Pe$ne$litian 

a. Populasi 

Populasi dari pe$ne$litian ini adalah pihak pe$laku usaha ke$cil dan pe$laku usaha 

ke$cil de$ngan izin usaha di Ke$lurahan Bagan Pe$te$. 

b. Te$knik Pe$ne$ntuan Sampe$l 

Te$knik pe$narikan sampe$l yang digunakan adalah accide$ntal sampling, yaitu 

te$knik pe$ne$ntuan sampe$l be$rdasarkan ke$be$tulan, se$hingga pe$ne$liti bisa me$ngambil 

sampe$l pada siapa saja yang dite$mui tanpa pe$re$ncanaan se$be$lumnya. 

5. Sumbe$r Data 

Sumbe$r data dalam pe$ne$litian e$mpiris te$rdiri dari data prime$r dan data 

se$kunde$r. 

a. Data Prime$r 

Sumbe$r data prime$r me$rupakan data yang dipe$role$h se$cara langsung dari 

masyarakat yang akan dite$liti.32 Data Prime$r dalam pe$ne$litian e$mpiris ini dipe$role$h 

 

32 H. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, PenerapanTeori Pada Penelitian Tesis 

Dan Disertasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 15 
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dari hasil-hasil pe$ne$litian di lapangan yang langsung dibe$rikan ole$h narasumbe$rnya 

baik se$cara lisan maupun te$rtulis didapat be$rdasarkan fie$ld re$se$arch atau pe$ne$litian 

lapangan. Sumbe$r data prime$r dise$but juga de$ngan data dasar atau data e$mpiris. 

Adapun usaha ke$cil di Ke$lurahan  Bagan Pe$te$ dapat dilihat dalam tabe$l 

be$rikut: 

Tabel 1.3 Usaha Ke$cil di Ke$lurahan Bagan Pe$te$ 

No Nama USAHA KECIL 
Sudah 

Berizin 

Belum 

Berizin 

1 Bakso Mozare$lla Pre$mium  ✓ 

2 Pojok Toko Kopi ✓  

3 Cate$ring Se$hat Jambi  ✓ 

4 Swe$e$t Cake$ Bake$ry  ✓ 

5 Sumbe$r Tahu Putih  ✓  

6 Rumah Produksi Roti Bantal ✓  

Sumbe$r : Hasil Pe$ne$litian di Ke$lurahan Bagan Pe$te$ 

Be$rdasarkan data di Ke$lurahan Bagan Pe$te$ dite$mukan be$be$rapa usaha ke$cil 

yang be$lum ada izin usaha dan sudah ada izin usaha. 

Data prime$r dipe$role$h de$ngan cara : 

1. Data lapangan de$ngan me$lakukan wawancara te$rkait usaha ke$cil 

tanpa izin usaha dan usaha ke$cil de$ngan izin usaha di Ke$lurahan Bagan Pe$te$ de$ngan 

pe$laku usaha ke$cil. 

2. Me$lakukan tinjauan ke$ usaha ke$cil di Ke$lurahan Bagan Pe$te$ untuk 

me$mpe$role$h data yang be$rhubungan de$ngan izin usaha se$pe$rti, ke$napa tidak 

me$ngurus izin usaha te$rse$but; 

b. Data Se$kunde$r 

Data pe$nunjang yang sudah diolah dan dipe$role$h me$lalui studi ke$pustakaan, 

yakni: 

1. Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 7 Tahun 2021 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tah un 2020 Te$ntang Cipta Ke$rja 

c. Data Te$rsie$r 

Data te$rsie$r adalah data bahan yang me$mbe$rikan pe$tunjuk dan pe$nje$lasan 

te$rhadap bahan hukum prime$r dan se$kunde$r, misalnya kamus-kamus hukum, 

e$nsiklope$dia, inde$ks kumulatif, dan se$bagainya adalah suatu kumpulan dan 

kompilasi dari bahan prime$r dan bahan se$kunde$r.33 Data te$rsie$r yang digunakan 

adalah kamus hukum; Kitab Undang-undang Hukum Pe$rdata (KUHPe$r) dan Kamus 

Be$sar Bahasa Indone$sia (KBBI).  

6. Te$knik Pe$ngumpulan Data 

Dalam pe$ngumpulan data, pe$nulis me$ndapatkan data yang akurat dan 

ote$ntik dari be$rbagai sumbe$r data, baik data prime$r dan se$kunde$r yang dise$suaikan 

de$ngan pe$nde$katan pe$ne$litian. Te$knik pe$ngumpulan yang digunakan adalah : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah ke$giatan tanya-jawab se$cara lisan untuk me$mpe$role$h 

se$buah informasi. Be$ntuk informasi yang dipe$role$h dinyatakan dalam tulisan, atau 

dire$kam se$cara audio, visual, atau audio visual. Wawancara me$rupakan ke$giatan 

utama dalam kajian pe$ngamatan. Pe$laksanaan wawancara dapat be$rsifat langsung 

maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan de$ngan me$ne$mui se$cara 

langsung orang yang me$miliki informasi yang dibutuhkan, se$dangkan wawancara 

tidak langsung dilakukan de$ngan me$ne$mui orang-orang lain yang dipandang dapat 

me$mbe$rikan ke$te$rangan me$nge$nai ke$adaan orang yang dipe$rlukan datanya. 

 

33 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 1998, hlm. 117 
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Pe$rtukaran informasi dan ide$ me$lalui tanya-jawab dimaksudkan untuk me$mbe$ntuk 

makna dalam suatu topik te$rte$ntu.  

Wawancara digunakan dalam pe$ne$litian untuk me$ngatasi ke$le$mahan 

me$tode$ obse$rvasi dalam pe$ngumpulan data. Informasi dari narasumbe$r dapat dikaji 

le$bih me$ndalam de$ngan me$mbe$rikan inte$rpre$tasi te$rhadap situasi dan fe$nome$na 

yang te$rjadi. Wawancara se$cara garis be$sar dibagi dua. yakni wawancara te$rstruktur 

dan wawancara tak te$rstruktur. Wawancara te$rstruktur se$ring juga dise$but 

wawancara baku (standardize$d in inte$rvie$w), yang susunan pe$rtanyaanya sudah 

dite$tapkan se$be$lumnya (biasanya te$rtulis) de$ngan pilihan-pilihan jawaban yang 

juga sudah dise$diakan. Se$dangkan, wawancara te$rstruktur wawancara se$ring juga 

inte$nsif,dise$but wawancara te$rbuka (ope$n e$nde$d inte$rvie$w).34  

Dalam pe$ne$litian ini, wawancara yang digunakan pe$nulis adalah wawancara 

tidak te$rstruktur. Pe$nulis me$milih wawancara je$nis ini kare$na agar me$ndapatkan 

wawancara yang me$ndalam, inte$nsif dan me$ndapatkan data yang akurat ke$tika 

disimpulkan me$nge$nai pe$rmasalahan yang dite$liti. Wawancara yang dilakukan 

pe$nulis ditunjukan ke$pada para pe$laku usaha ke$cil yang me$miliki izin usaha dan tidak 

me$miliki izin usaha di Ke$lurahan Bagan Pe$te$. 

b. Te$knik Dokume$ntasi 

Te$knik dokume$ntasi adalah salah satu me$tode$ pe$ngumpulan data kualitatif 

de$ngan me$lihat atau me$nganalisis dokume$n dokume$n yang dibuat ole$h subje$k 

se$ndiri atau ole$h orang lain te$ntang subje$k. Be$rdasarkan Undang-Undang Re$publik 

 

34 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosa Karya 

Offset, 2006, hlm. 180 
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Indone$sia Nomor 19 Tahun 2016 Te$ntang Pe$rubahan Atas Undang- Undang Nomor 

11 Tahun 2008 Te$ntang Informasi Dan Transaksi E$le$ktronik, dokume$ntasi disini 

digunakan untuk me$mpe$role$h se$tiap informasi e$le$ktronik yang dibuat, dite$ruskan, 

dikirimkan, dite$rima, atau disimpan dalam be$ntuk analog, digital, e$le$ktromagne$tik, 

optikal, atau se$je$nisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau dide$ngar me$lalui 

kompute$r atau siste$m e$le$ktronik, te$rmasuk te$tapi tidak te$rbatas pada tulisan, suara, 

gambar, pe$ta, rancangan, foto atau se$je$nisnya, huruf, tanda, angka, kode$ akse$s, 

simbol atau pe$rforasi yang me$miliki makna atau arti atau dapat dipahami ole$h orang 

yang mampu me$mahaminya te$rkait de$ngan usaha ke$cil tanpa izin usaha. 

7. Analisis Data 

Noe$ng Muhadjir me$nge$mukakan pe$nge$rtian analisis data se$bagai "upaya 

me$ncari dan me$nata se$cara siste$matis catatan hasil obse$rvasi, wawancara, dan 

lainnya untuk me$ningkatkan pe$mahaman pe$ne$liti te$ntang kasus yang dite$liti dan 

me$nyajikannya se$bagai te$muan bagi orang lain. Se$dangkan untuk me$ningkatkan 

pe$mahaman te$rse$but analisis pe$rlu dilanjutkan de$ngan be$rupaya me$ncari makna.35 

Dalam me$nganalisis data yang te$lah pe$nulis pe$role$h dari lapangan maka hasil 

pe$ne$litian akan pe$nulis analisis de$ngan me$nggunakan analisis kualitatif. Analisis 

dilakukan de$ngan langkah-langkah se$bagai be$rikut: 

1. Pe$ngumpulan Data 

Se$te$lah data didapat, data diolah dan disiapkan untuk dianalisis. Langkah 

ini me$libatkan transkrip dari wawancara yang te$lah dilakukan, me$n-scanning 

 

35 http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691 

 

http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691
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mate$ri, me$nge$tik data lapangan de$ngan bahasa yang le$bih baku lalu me$milah-milah 

dan me$nyusun data te$rse$but ke$dalam je$nis-je$nis yang be$rbe$da te$rgantung daripada 

sumbe$r informasi yang te$lah di dapat. 

2. Pe$nyajian Data (Data Display) 

Dalam pe$ne$litian kualitatif, pe$nyajian data dilakukan be$rbe$ntuk uraian 

singkat dan hubungan antar kate$gori. Be$rdasarkan pe$nyajian data te$rse$but, maka 

data dapat te$rorganisasikan, lalu te$rsusun se$hingga akan se$makin mudah 

dipahami. Pe$nyajian data disini te$rkait pe$laksanaan le$galitas usaha ke$cil di Ke$lurahan 

Bagan Pe$te$ dalam rangka pe$mbe$rdayaan usaha se$rta ke$ndala dalam pe$ne$gakan hukum 

te$rhadap usaha ke$cil di Ke$lurahan Bagan Pe$te$. 

3.         Pe$narikan Ke$simpulam 

            Pe$narikan ke$simpulan dalam pe$ne$litian kualitatif adalah prose$s 

me$nyimpulkan makna dari data yang te$lah dikumpulkan dan dianalisis. 

Ke$simpulan ini be$rsifat induktif, artinya ditarik dari data yang spe$sifik, dan 

be$rtujuan untuk me$mbe$rikan pe$mahaman yang le$bih me$ndalam te$ntang fe$nome$na 

yang dite$liti. 

I.  Sistematika Penulisan 

Gambaran singkat me$nge$nai siste$matika uraian dalam Re$ncana Pe$ne$litian 

ini disusun dalam 4 (E$mpat) Bab yaitu se$bagai be$rikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menguraikan dan menjabarkan tentang Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan 
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Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode 

Penelitian (Mencakup; Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, 

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data), dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, 

LEGALITAS USAHA, DAN USAHA KECIL 

Bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum te$ntang 

pe$ne$gakan hukum, te$rmasuk de$finisi dan prinsip-prinsipnya yang 

me$njadi landasan bagi siste$m hukum yang e$fe$ktif, te$ntang le$galitas 

usaha, yang me$ncakup de$finisi, je$nis-je$nis le$galitas, dan prose$s 

me$mpe$role$hnya, serta me$mbahas te$ntang Usaha Ke$cil, te$rmasuk 

de$finisi, karakte$ristik, dan pe$rannya dalam pe$re$konomian, se$hingga 

me$mbe$rikan gambaran te$ntang pe$ntingnya usaha ke$cil dalam 

pe$mbangunan e$konomi. 

BAB III   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Bab ini me$mbahas te$ntang pe$laksanaan le$galitas usaha usaha ke$cil di 

Ke$lurahan Bagan Pe$te$ yang menguraikan dan menjabarkan hasil dari 

rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana le$galitas usaha ke$cil 

di dae$rah te$rse$but dan apakah ke$ndala dalam pe$ne$gakan hukum yang 

me$mpe$ngaruhi pe$rke$mbangan usaha ke$cil. 
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BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang 

diambil dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang telah dibuat, serta saran-saran yang dibagi penulis agar 

bermanfaat bagi pembaca. 


